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BUPATITULUNGAGUNG 
PROVINS! JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG 
NOMOR 5 TAHUN 2017 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2013 TENTANG 
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 

PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN TULUNGAGUNG 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATITULUNGAGUNG, 

bahwa dalam rangka penyesuaian nomenklatur Perangkat 
Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung 
Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung dan untuk 
melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat (4) Peraturan Daerah 
Kabupaten Tulungagung Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak 
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 17 
Tahun 2016, maka perlu merubah Peraturan Bupati Nomor 26 
Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak 
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten 
Tulungagung dengan Peraturan Bupati; 

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 
Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 201 4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah 
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beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak 
Guna U saha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas 
Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3643); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 
Lem baran Negara Repu blik Indonesia N omor 516 1); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5950); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ; 

11 . Peraturan Bersama Men teri Keuangan dan Men teri Dalam 
Negeri Nomor 213/PMK.07 /2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 
tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan 
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah; 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 16 Tahun 
2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Tulungagung Tahun 2010 Nomor 2 Seri B), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 17 Tahun 2016 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2010 
Nomor 5 Seri C); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten 
Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D); 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERRUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2013 TENTANG 
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN 
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN 
TULUNGAGUNG. 
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Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tulungagung 
Nomor 26 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan 
Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan di Kabupaten Tulungagung (Berita Daerah Kabupaten 
Tulungagung Tahun 2013 Nomor 26) diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 1 angka 4, angka 5, angka 6, angka 51 dan 
angka 52 diubah, diantara angka 10 dan angka 11 disisipkan 
1 (satu) angka yakni angka l0A dan diantara angka 20 dan 
angka 21 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 20A, sehingga 
Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 

Tulungagung. 

3. Bupati adalah Bupati Tulungagung. 

4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat 
Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 
Tulungagung. 

5. Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya 
disebut Kepala Bapenda adalah Kepala Badan 
Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung. 

6. Unit Pelayanan Teknis Badan, yang selanjutnya 
disingkat UPTB adalah unsur pelaksana tugas teknis 
pada Bapenda yang mempunyai tugas melaksanakan 
sebagian tugas Bapenda terkait pelayanan Pajak Bumi 
dan Bar1unan Perde-saan dan Perkotaan dan Bea 
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 

7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah 
kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh 
orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 
berdasarkan undang-undang, dengan tidak 
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan 
untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat. 

8. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, 
yang selanjutnya disingkat PBB P-2 adalah pajak atas 
bumi dan/ a tau bangunan yang dimiliki, dikuasai, 
dan/ a tau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau 
Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk 
kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan 
pertambangan. 

9. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah 
dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten. 
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10. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam 
a tau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/ atau 
perairan pedalaman dan/atau laut. 

1 OA. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang 
dimiliki, dikuasai dan/ atau dimanfaatkan oleh orang 
pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan 
untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan 
pertambangan. 

11. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang 
secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi 
dan/ atau memperoleh manfaat atas bumi dan/ atau 
memiliki, menguasai dan/atau mempe:roleh manfaat 
atas Bangunan. 

12. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang 
secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi 
dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau 
memiliki, menguasai dan/ atau memperoleh manfaat 
atas Bangunan. 

13. Fiskus adalah pegawai dari Bapenda yang diberi 
kewenangan untuk melaksanakan tugas pemungutan 
pajak. 

14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang 
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha 
maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi 
Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan 
lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha 
Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, 
firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, 
perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi 
sosial politik atau organisasi lainnya, Lembaga dan 
bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi 
kolektif dan bentuk usaha tetap. 

15. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat 
NJ-OP, adalah harga rata-rata yang dipe:roleh dari 
transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan 
bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP 
ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek 
lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP 
pengganti. 

16. Pemeliharaan Basis Data adalah pelaksanaan 
pemeliharaan basis data yang telah terbentuk karena 
adanya perubahan data Objek dan Subjek Pajak. 

1 7. Basis Data adalah Kumpulan informasi objek dan 
subjek Pajak Bumi dan Bangunan serta data 
pendukung lainnya dalam suatu wilayah administrasi 
pemerintahan tertentu serta disimpan dalam media 
penyimpan data. 
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18. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya 
disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh 
Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek 
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan perpajakan daerah. 

19. Blok adalah Zona Geografis yang terdiri dari 
sekelompok objek pajak yang dibatasi oleh batas alam 
dan/atau buatan manusia yang• bersifat 
permanen/tetap, seperti jalan, selokan, sungai dan 
sebagainya untuk kepentingan pengenaan Pajak Bumi 
dan Bangunan dalam satu wilayah administrasi 
pemerintahan kelurahan. 

20. Daftar Biaya Komponen Bangunan yang selanjutnya 
disingkat DBKB adalah daftar yang dibuat untuk 
memudahkan perhitungan nilai bangunan berdasarkan 
pendekatan biaya yang terdiri dari biaya komponen 
utama dan/atau biaya kom_ponen material bangunan 
dan biaya komponen fasilitas bangunan. 

20A. Daftar Himpunan Ketetapan Pajak yang selanjutnya 
disingkat DHKP adalah daftar himpunan yang memuat 
data Nomor Objek Pajak, Nama Wajib PAjak, alamat 
Obj,ek Pajak dan Wajih Pajak, paj-ak terhutang, 
perubahan pajak dan tanggal bayar yang dibuat per 
desa/kelurahan. 

21. Daftar Hasil Rekaman yang selanjutnya disingkat DHR 
adalah daftar yang memuat rincian data tentang objek 
dan subjek pajak serta besarnya nilai objek pajak 
sebagai hasil dari perekaman data. 

22. Nomor Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NOP 
adalah nomor identifikasi objek pajak termasuk objek 
yang yang tidak dikenakan pajak yang mempunyai 
karakteristik unik, permanen, standar dengan satuan 
blok dalam satu wilayah administrasi pemerintahan 
desa/ kelurahan. 

23. Pemutakhiran Basis Data adalah pekerjaan yang 
dilakukan untuk menyesuafkan data yang disimpan di 
dalam basis data dengan data yang sebenarnya di 
lapangan. 

24. Peta Blok adalah peta yang menggambarkan suatu 
zona geografis yang terdiri atas sekelompok objek pajak 
yang dibatasi oleh batas alam dan/ atau batas buatan 
manusia, seperti jalan, selokan, sungai, dan 
sebagainya untuk kepentingan pengenaan Pajak Bumi 
dan Bangunan dalam satu wilayah administrasi 
pemerintahan desa/ kelurahan 

25. Peta Desa/Kelurahan adalah peta wilayah administrasi 
desa/kelurahan dengan skala tertentu yang memuat 
segala informasi mengenai jenis tanah, batas dan 
nomor blok, batas wilayah administrasi pemerintahan, 
dan keterangan 1-ai-nnya yang• dipedukan. 



6 

26. Nilai Indikasi Rata-rata, yang selanjutnya disingkat NIR 
adalah nilai yang dapat mewakili nilai tanah dalam 
suatu zona nilai tanah. 

27. Zona Nilai Tanah, yang selanjutnya disingkat ZNT 
adalah suatu zona geografis yang terdiri atas 
sekelompok objek pajak yang mempunyai satu NIR 
yang dibatasi oleh batas penguasaan/pemilikan objek 
pajak dalam satu wilayah administrasi desa/ kelurahan 
yang tidak terikat kepada batas blok. 

28. Peta ZNT adalah peta yang menggambarkan suatu zona 
geografis yang terdiri atas sekelompok objek pajak yang 
mempunyai satu NIR yang dibatasi oleh batas 
penguasaan/pemilikan objek pajak dalam satu wilayah 
administrasi kelurahan. 

29. Pendataan adalah rangkaian kegiatan untuk 
memperoleh, mengumpulkan, melengkapi dan 
menatausahakan data objek dan subjek Pajak Bumi 
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. 

30. Pengenaan adalah kegiatan untuk menetapkan subjek 
dan objek pajak serta besarnya pajak terutang 
berdasarkan peraturan dan ketentuan teknis di bidang 
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. 

31. Penilaian Massal adalah serangkaian kegiatan yang 
dilakukan secaras istematis untuk sejumlah objek 
pajak yang dilakukan pada saat tertentu secara 
bersamaan dengan menggunakan suatu prosedur 
standar yang dalam hal ini disebut Computer Assisted 
Valuation. 

32. Computer Assisted Valuation yang selanjutnya disebut 
CA V adalah proses penilaian dengan bantuan 
komputer dengan kriteria yang sudah ditentukan. 

33. Penilaian Individu adalah serangkaian kegiatan yang 
dilakukan terhadap objek pajak dengan cara 
memperhitungkan karakteristik dari setiap objek pajak. 

34. Penyusutan adalah berkurangnya nilai bangunan yang 
disebabkan oleh keusangan/penurunan kondisi fisik 
bangunan. 

35. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang 
selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang 
digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak 
Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan yang 
terutang kepada Wajib Pajak. 

36. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya 
disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang 
menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang 
terutang. 

37. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya 
disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan 
tagihan pajak dan/ atau sanksi administratif berupa 
bunga dan/ atau denda. 
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38. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya 
disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau 
penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan 
me-nggunakan fonnuliF atau telah dilakukan de-ngan 
cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran 
yang ditunjuk oleh Bupati. 

39. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang 
selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat Ketetapan 
Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran 
pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada 
pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang 

40. Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan adalah 
Keberatan atas SPPT, SKPD dan STPD. 

41. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan 
atas keberatan terhadap SPPT, SKPD dan STPD 

42. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan 
oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap 
suatu keputusan yang dapat diajukan banding 
berdasarkan peraturan perundang-undangan 
perpajakan yang berlaku. 

43. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan 
pajak atas banding terhadap Surat Keputusan 
Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak. 

44. Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disingkat SPb 
adalah surat keputusan yang menyatakan jumlah 
pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan sama dengan jumlah Pajak Bumi dan 
Bangunan Pedesaan dan Perkotaan teru tang. 

45. Utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar 
term.asuk sanksi adm1nistratif berupa bunga, denda 
atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan 
pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-udangan perpajakan. 

46. Kas Umum Daerah adalah tempat penyim.panan uang 
daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung 
seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk 
membayar seluruh pengeluaran daerah. 

47. Surat Kuasa adalah surat yang didalamnya berisi 
peralihan wewenang dari seseorang kepada seseorang 
yang lain dengan bermaterai cukup. 

48. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan 
menghimpun dan mengolah data, keterangan, 
dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan 
profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan 
untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban 
perpajakan daerah dan/ atau tujuan lain dalam rangka 
melaksanakan ketentuan peraturan perundang­
undangan perpajakan daerah. 
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49. Pemeriksa Pajak adalah Pegawai Negeri Sipil di 
lingkungan Dipenda atau tenaga ahli atau Pejabat 
Pemeriksa yang ditunjuk oleh Bupati yang diberi tugas, 
wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan 
pemeriksaan pajak. 

50. Dokumen adalah data dan informasi yang berkaitan 
dengan objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan 
Perdesaan dan Perkotaan antara lain identitas Wajib 
Pajak, data kepemilikan, data penJman, data 
pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan. 

51. Pemeriksaan Kantor adalah Pemeriksaan yang 
dilakukan di Bapenda. 

52. Pemeriksaan Lapangan adalah pemeriksaan yang 
dilakukan di tempat kedudukan,di tempat objek pajak, 
tempat kegiatan usaha, tempat tinggal Wajib Pajak, 
atau tempat lain yang ditentukan oleh Bapenda. 

53. Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disebut 
LHP adalah laporan yang berisi tentang pelaksanaan 
dan hasil pemeriksaan yang disusun oleh pemeriksa 
secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang 
lingkup dan tujuan Pemeriksaan. 

54. Surat Perintah Pemeriksaan adalah yang selanjutnya 
disebut dengan SP2 adalah surat perintah untuk 
melaksanakan pemeriksaan. 

55. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan 
yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, 
dan/ atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan 
tertentu dalam peraturan perundang-undangan 
perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat 
Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan 
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Surat Ketetapan 
Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 
dan Perkotaan, Surat Tagihan Pajak Daerah Pajak 
Bumi dan Bangunan Perkotaan, Surat Keputusan 
Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan. 

56 . Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan 
atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah 
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, 
Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan 
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. 

2. Ketentuan frasa dalam Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 
26 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan 
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di 
Kabupaten Tulungagung (Berita Daerah Kabupaten 
Tulungagung Tahun 2013 Nomor 26) yang berbunyi: 
a. Dinas Pendapatan selanjutnya dibaca Badan Pendapatan 

Daerah; 
b . Dipenda selanjutnya dibaca Bapenda; 
c. Pelayanan Satu Tempat (PST) PBB-P2 selanjutnya dibaca 

UPTB Pelayanan PBB-P2 dan BPHTB. 
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3. Ketentuan dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran III 
Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 26 Tahun 2013 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan 
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten 
Tulungagung (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 
2013 Nomor 26) diubah sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran I sampai dengan Lampiran III Peraturan Bupati ini. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
penempatannya pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung. 

gkan di Tulungagung 
'F-'-J.,n:-.F,al 3 Januari 2017 

S DAERAH, 

Ir. INDRA FAUZI, MM 
Pembina Utama Madya 
NIP. 19590919 199003 1 006 

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung 
Tahun 2017 Nomor 5 

Ditetapkan di Tulungagung 
pada tanggal 3 Januari 2017 

l BUPATI TULUNGAGUNG, f\ 


